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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Pasca runtuhnya rezim orde baru di tahun 1998, dengan ditandai 

lengsernya Soeharto dari jabatan presiden yang telah berkuasa selama 32 tahun 

lebih, Indonesia memasuki babak baru, yang dikenal dengan orde reformasi. 

Memasuki orde reformasi Indonesia mengalami perubahan sosial, politik, 

ekonomi. Setiap kalangan yang pada saat rezim ode baru direnggut hak-hak 

politiknya, menuntut kembali hak politiknya.   

Banyak kalangan yang menganggap UUD NRI tahun 1945 masih kurang 

lengkap. Karena ia tidak mengatur secara tegas  tentang pembatasan kekuasaan 

presiden yang mengandung pemencaran kekuasaan yang disertai dengan 

mekanisme check and balance.  Kemudian terlalu banyaknya atribusi kewenangan 

yang diserahkan kepada legislatif, dan adanya pasal-pasal yang multitafsir 

membuat para politisi sepakat untuk mengamandemen UUD tahunNRI 1945. 

Indoktrinasi politik melalui kegiatan P4 mulai ditiadakan. 

Pasca reformasi diharapkan akan melahirkan format baru yang ideal 

ternyata gagal mengalami kebuntuan. Demokrasi yang terjadi demokrasi 

kebablasan. Ideologi kapitalisme dan liberalisme telah merasuki budaya politik 

bangsa Indonesia. Masyarakat Indonesia menjadi pragmatis dan apatis. 

Pragmatisme telah merasuki sikap dan orientasi politik elite politik. 

Fenomena politik di Indonesia  menjadi “politik transaksional” atau money 

politics. Sehingga ketika mereka duduk di legislatif mereka berusaha untuk 

mengganti atas biaya politik yang telah dikeluarkan. 

 Banyak elite politik yang berusaha mencapai pucuk pemerintahan mereka 

menggunakan “metode daging sapi” sebuah upaya dan biaya mahal dalam 

meraih posisi sebagai penguasa maka setelah mendapatkan kekuasaan 

banyak yang mempertahankan kekuasaannya dan “membagikan kue” 

terhadap pihak-pihak yang mendukung, semua itu semata-mata untuk 

mempertahankan hidup yang nyaman dan sejahtera. Hal inilah yang perlu 
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dikritisi oleh semua elemen masyarakat (Robert Brownhill dan Patricia 

Smart, 2009:29) 

 

 

Laporan akhir tahun 2012 Indonesia Corruption Watch (ICW): 

 Ada 52 kader partai politik yang terlibat kasus korupsi. Menurut ICW ini 

merupakan jumlah yang fantastis. Para kader yang terindikasi melakukan 

korupsi itu berasal dari partai-partai besar dan mereka tercatat sebagai 

anggota DPR, DPRD, atau Kepala Daerah. Maraknya korupsi yang 

dilakukan sejumlah kader partai politik ini menjadi bukti bahwa biaya 

politik di Indonesia sangat mahal. Saat berkampanye, kader partai yang 

ingin menjadi Kepala Daerah ataupun anggota Legislatif mengeluarkan 

banyak uang (Gatra; 03-09 Januari 2013) 

 Sistem politik kita masih diwarnaimoney politics dan korupsi.Masyarakat 

yang menjadi kader belum dapat menjadi warga negara yang baik dan 

bertanggung jawab di kehidupan politik. 

Indikasi lain terhadap gejala politik yang terjadi adalah proses rekrutmen 

caleg oleh partai politik yang masih merekrut bukan dari kader partainya, yang 

ada malah merekrut selebriti sebagai calon legislatif, Partai politik hanya 

berorientasi pada votegathering, mereka mengabaikan kompetensi politik seorang 

caleg yang dipersiapkan untuk duduk di legislatif. 

Seperti yang diberitakan oleh majalah Tempo, 

 Kondisi saat ini, partai politik masih mengandalkan selebritas sebagai 

calon legislator, sehingga sistem kaderisasi perlu dibenahi. Sulit sekali ada 

partai politik yang tegas hendak menyeleksi calon anggota legislatif dari 

kalangan sendiri. Jikalau proses penjaringan melalui sumber internal alias 

kader partai ini dilakukan, niscaya merupakan pertanda baik bagi sistem 

politik kepartaian. Kaderisasi boleh dikatakan berjalan lancar, sehingga 

partai politik tak perlu repot-repot mencari kandidat wakil rakyat diluar 

sana (Tempo; 31 Desember 2012) 

Ideologi Pancasila mulai ditinggalkan ideologi kapitalisme dan liberal 

merasuk ke dalam budaya masyarakat, sehingga mereka menjadi hedonis dan 

individualistis.  

Beberapa indikasi atau gejala politik yang terjadi, menandakan sistem 

kaderisasi elite politik kita masihbelum berkembang dengan baik. Artinya 

pendidikan politik bagi elit politik  belum berjalan sesuai harapan. Sebagai calon 
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wakil rakyat yang akan terjun dalam politik harus memiliki kompetensi politik 

yang mumpuni. 

Mereka yang bersedia jadi relawan partai politik adalah banyak yang 

memang sekedar ingin berjudi mengadu nasib dan berharap dapat keajaiban 

menjadi wakil rakyat sehingga dapat menaikkan taraf hidup sosial-ekonomi 

mereka.Karena menurut mereka dengan menjadi wakil rakyat akan mengisi 

pundi-pundi keuangan mereka. Padahal, para caleg (elite politik) adalah posisi 

yang mulia, memperjuangkan nasib rakyat. Para caleg yang ada tidak mengerti 

hak dan tanggung jawabnya jika kelak terpilih menjadi wakil rakyat baik di 

daerah maupun pusat.  Menurut Alfian mereka (elite politik) yang rendah 

pengetahuan dan penghayatan politiknya mungkin juga bisa berpartisipasi secara 

aktif tetapi cenderung untuk kurang rasionil.Bagaimana masa depan negara ketika 

tidak dilimpahkan pada orang yang tepat? 

Gambaran yang terbentuk di benak masyarakat tentang politik adalah 

gambaran tentang elite politik  yang kerap menyelesaikan sesuatu dengan cara 

yang tidak masuk akal, menjenuhkan, monopoli sekelompok orang dan seolah 

sama dan sebangun dengan permainan busuk dan kotor.Padahal, sesungguhnya 

politik merupakan bagian dari strategi kehidupan untuk mencapai tujuan. Jika 

dilakukan secara benar, jujur, cerdas dan elegan, pasti akan mendatangkan 

kemaslahatan dan kesejahteraan buat rakyat. 

Jika kondisi ini dikaitkan dengan pola dan tuntutan demokrasi, Indonesia 

masih jauh dari gambaran negara demokrasi yang sesungguhnya. Hematnya, 

hancurnya tatanan politik di negeri ini merupakan imbas minimnya dunia 

pendidikan politik terhadap calegnya dalam menyentuh nilai kearifan politik.  

Disinilah urgensi pendidikan politik bagi para elite politik. Melaui 

pendidikan politik dibangun kesadaran berbangsa dan bernegara, yang tetap 

berpegang teguh pada Pancasila sebagai bagian integral dari pembangunan 

bangsa. Pancasila harus menjadi landasan bagi jalannya pendidikan politik di 

Indonesia. Fungsi partai politik sebagai lembaga pendidikan politik belum 

terlaksana dengan baik. 
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Sherman (1987:16) dalam Affandi (2011: 32) “melihat sosialisasi politik 

dalam tiga perspektif, yakni perspektif konsensus, konstruksi sosial tentang 

realitas dan perspektif humanisme”.  Penulis mengambil makna dari realitas 

sosial yang ada tentang makna pendidikan politik dari para elite politik melalui 

pengalaman-pengalaman mereka dalam mendapatkan pendidikan politik. Sebagai 

bagian dari infra struktur yang berada pada posisi puncak, para elite politik perlu 

mendapatkan pendidikan politik yang lebih memadai, konstruktif dan sistematis 

yang dibutuhkan dalam membentuk kompetensi para elite politik. Sehingga 

mempengaruhi kualitas keputusan dan partisipasi politik dari elite politik terhadap 

sistem politik yang berlaku yang ideal menurut Pancasila dan UUD NRI tahun 

1945. Sehingga bila ingin merubah suatu sistem maka kelompok elitelah terlebih 

dahulu harus diubah. 

Seorang elite haruslah memiliki kecakapan yang memadai karena “Elite 

adalah individu-individuyang berhasil memiliki bagian terbanyak dari 

nilai-nilai (values) dikarenakan kecakapannya,  serta sifat2 kepribadian 

mereka; dan karena kelebihan tersebut maka mereka terlibat aktif dalam 

proses pengambilan keputusan”; (Harold D. Laswell). Elite adalah 

individu- individuyang menduduki posisi puncak dalam institusi ekonomi, 

politik dan militer (C. Wright Mills). (Budiardjo, 1991: 34) 

Elite politik, sebagai individu yang berada posisi puncak elite haruslah 

cakap dan arif karena ditangan merekalah nasib dan masa depan bangsa ini. 

Kecakapan dan kearifan tersebut dapat diwujudkan melalui pendidikan politik 

yang optimal, konstruktif dan simultan agar masa depan demokrasi serta tujuan 

pembangunan bangsa dapat terwujud. 

Proses pendidikan politik kepada elite politik akan lebih bermakna jika 

dalam proses tersebut, mereka berhasil dibimbing untuk mengenal dan 

mengembangkan diri dan lingkungannya dalam konteks politik. Berdasarkan 

alasan diatas peneliti bermaksud meneliti tentang “Pandangan Elite Politik 

tentang Makna Pendidikan Politik” Ketertarikan peneliti melakukan studi 

fenomenologis tentang makna pendidikan politik bagi elite politik adalah untuk 

menggali pemahaman dan pengalaman-pengalaman elite dalam hal pendidikan 

politik.  
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Penelitian ini membantu kita memahami tentang realitas pendidikan 

politik di Indonesia, karena eksistensi pendidikan politik sangatlah penting, 

menentukan masa depan bangsa Indonesia, dalam melestarikan nilai-nilai ideologi 

politik Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Dalam bentuknya yang paling umum, bagi pandangan modern, 

pengalaman adalah satu-satunya sumber pengetahuan, dan karena tidak 

serta merta jelas, pengalaman juga merupakan kondisi yang menjadikan 

pengetahuan sebagai sesuatu yang perlu. Artinya pengalaman tidak serta 

merta menawarkan diri sebagai pedoman yang sudah pasti untuk dunia 

(termasuk diri kita sendiri) (Ritzer & Smart, 2011:461) 

 Pandangan modern memandang pengalaman menjadi salah satu sumber 

pengetahuan. Melalui penggalian pengalaman dan pemahaman elite politik 

tentang makna pendidikan politik akan menambah khazanah pengetahuan tentang 

pendidikan politik. 

Selain itu, Schutz, menyatakan bahwa tugas pertama dari pendekatan 

fenomenologis ini ialah memperoleh wawasan tentang karakter 

pengalaman sosial nyata yang diinterpretasikan konvensional. Dalam hal 

ini, Schutz menerangkan bahwa baik konsep ilmiah maupun pengalaman 

sehari-hari terbentuk lewat kategori-kategori yang terpisah dari segala 

sesuatu yang serta merta ditentukan dalam kesadaran (Ritzer & Smart, 

2011:482) 

 

 Baik karakter pengetahuan maupun pengalaman sehari-hari sangat 

ditentukan oleh kesadaran, oleh karena itu pengetahuan dan pengalaman elit 

politik sangat ditentukan oleh kesadaran politiknya, kemudian di interpretasikan 

secara konvensional. 

B. Identifikasi dan Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis merangkum beberapa 

permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana makna Pendidikan Politik bagi elite politik? 

2. Bagaimana gambaran pengalaman-pengalaman pendidikan politik dari 

elite politik? 

3. Bagaimana konstruksi pendidikan politik menurut elite politik? 
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C. Kegunaan Penelitian 

Melihat permasalahan diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti 

adalah: “Pandangan Elite Politik tentang Makna Pendidikan Politik”. 

1. Mendeskripsikan makna pendidikan politik bagi elite politik. 

2. Mendeskripsikan pengalaman-pengalaman pendidikan politik elite 

politik. 

3. Menggali konstruksi pendidikan politik dari elite politik. 

D. Tujuan Penelitian 

Maksud dan tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah: 

1. Memperkaya khasanah kajian teoretik tentang pendidikan politik 

sebagai tradisi dalam PKn dan menjadi sumbangan pengembangan 

pendidikan kewarganegaraan. 

2. Masukan dan informasi bagi pemerintah, sekolah, lembaga serta 

organisasi politik terkait dalam usaha memahami pendidikan politik 

yang ideal, efektif dan menarik sehingga pemahaman politik dan 

partisipasi politik elite politik sesuai dengan harapan masyarakat, 

bangsa, dan negara. 

E. Definisi Konsep 

 Dalam penelitian ini agar terdapat kesamaan pengertian maka beberapa 

konsep di definisikan sebagai berikut: 

1. Elite Politik 

 Elite adalah individu-individuyang berhasil memiliki bagian terbanyak 

dari nilai-nilai (values) dikarenakan kecakapannya,  serta sifat-sifat kepribadian 

mereka; dan karena kelebihan tersebut maka mereka terlibat aktif dalam proses 

pengambilan keputusan; (Harold D. Laswell). Elite adalah individu- individu yang 

menduduki posisi puncak dalam institusi ekonomi, politik dan militer. 

 Elite politik adalah orang-orang yang tergabung dalam partai politik. 

Menurut salah satu pakar diantaranya adalah:Pareto mengemukakan 

pandangannya mengenai elite politik yaitu governing elite (elit yang memerintah). 

Lebih lanjut Pareto mengemukakan bahwa yang termasuk katagori elite yang 
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memerintah antara lain adalah pimpinan suatu lembaga, organisasi, atau pimpinan 

institusi Negara. 

Dalam kajian tentang elite dalam sistem politik akan sulit dipahami apabila 

tidak dipahami mengenai distribusi kekuasaan. Dengan memahami 

distribusi kekuasaan dalam sebuah sistem politik itu, dapatlah diperoleh 

gambaran sejauh mana elite memiliki peran dalam sistem politik itu. 

memahami distribusi kekuasaan itu akan dipahami bagaimana perilaku 

politik elite politik. Tiga model yang dapat dipakai sebagai dasar untuk 

mempelajari posisi elit dalam sistem politik. Menurut Andrain terdapat 

tiga model distribusi kekuasaan yang dapat dijadikan dasar untuk 

mempelajari elite politik, yaitu  model elite yang memerintah, model 

pluralis, dan model populis(Sastroatmodjo,1995:152). 

2. Pendidikan politik 

 Pendidikan politik adalah merupakan sarana untuk meningkatkan 

kesadaran berbangsa dan bernegara yang dilaksanakan secara berkesinambungan 

dan terencana. Pelaksanaan pendidikan politik harus berpegang teguh pada 

falsafah dan kepribadian bangsa Indonesia. Secara tidak langsung, pendidikan 

politik merupakan bagian integral dari keseluruhan pembangunan bangsa yang 

dilaksanakan sesuai dengan landasan yang telah mendasari kehidupan bangsa 

Indonesia. 

 Pendidikan politik merupakan (1) proses hasil belajar; (2) memberikan 

indikasi hasil belajar tingkah laku individu dan kelompok yang berkenaan dengan 

pengetahuan, informasi, nilai dan sikap; (3) dapat dilakukan sepanjang hidup; dan 

(4) merupakan prakondisi yang diperlukan bagi aktivitas sosial yang secara 

implisit dan eksplisit memberikan penjelasan tingkah laku sosial. 

 Terkait pendidikan politik terdapat 4 sasaran minimal yang harus 

dilakukan: 

1) Pengetahuan politik. Ini mengacu pada konsep, informasi dan 

pertimbangan faktual mengenai sistem pemerintahan dan politik. Jadi 

bukan mengarahkan rakyat agar memilih parpol tertentu. 

2) Keterampilan intelektual terkait kepiawaian menjelaskan, menggambarkan 

dan menginterpretasi atau menilai fenomena politik. Ini agar rakyat dapat 
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berpikir independen sebagai modal hidup menjadi warga negara. Bukan 

mengajari fanatisme secara membabi buta terhadap satu kekuatan politik. 

3) Keterampilan partisipasi politik yang diharapkan membekali rakyat 

dengan kemampuan memaksimalkan interaksi dengan orang lain, 

memelihara sikap kebersamaan dalam kelompok, bekerja sama dengan 

orang lain, melakukan negosiasi dan bargaining dalam menyusun 

keputusan politik. 

4) Sikap politik. Ini terkait aspek internal rakyat yang diharapkan 

mempengaruhi pilihan tindakannya terhadap tujuan, orang atau peristiwa. 

Sasarannya ialah perasaan menerima-menolak atau mendekat-menghindar 

yang terkait dengan usaha mempromosikan interes dalam politik, 

penghargaan terhadap perbedaan visi (pendapat), rasa keakraban dan 

kepercayaan kepada pemerintah yang sah, serta semangat nasionalisme 

dan patriotisme. 

F. Paradigma penelitian 

 

Gambar 1.1: Paradigma Penelitian 
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G. Agenda Penelitian 

Tabel 1.1: Pelaksanaan Penelitian 

 2013/2014 

Desember Januari Februari Maret April Mei 

Studi Pusaka       

Penjajagan 

awal 

      

Studi 

Lapangan 

      

Pengolahan 

Data 

      

Penulisan       

 

 


